KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 05 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
NOMOR 01 TAHUN 2014 TENTANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 63
Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya
Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi, serta
mempertimbangkan surat Sekretaris Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor B/73/8.SM.03.00/2017  perihal
Pertimbangan Pengaturan Batas Usia Pensiun Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi;

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi melalui
Peraturan Komisi Nomor 06 Tahun 2016 tentang
Pedoman Sistem Penggajian Penasihat dan Pegawai KPK
telah mengubah rumpun jabatan fungsional yang ada di
Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi rumpun
jabatan spesialis; dan

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu



Mengingat

1.

menetapkan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
tentang Perubahan atas Batas Usia Pensiun Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi;

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5698);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14
Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem
Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi
Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 78);



Menetapkan

4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Nomor 06.P.KPK tahun 2006 tentang Peraturan
Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 01 P.KPK Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Komisi
Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan
Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi;

S. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1
Tahun 2014 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi,

6. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penggajian

Penasihat dan Pegawai KPK,

MEMUTUSKAN:
PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMBERANTASAN
KORUPSI NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG BATAS USIA
PENSIUN PEGAWAI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Komisi
Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Batas
Usia Pensiun Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi,

sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Batas usia pensiun Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan
Korupsi adalah sebagai berikut:
a. 58 (lima puluh delapan tahun) bagi Pegawai Tetap
yang memangku Jabatan Struktural Eselon III,

Spesialis Madya, Spesialis Muda serta Jabatan



Administrasi; dan
b. 60 (enam puluh) tahun untuk Pegawai Tetap yang
memangku Jabatan Struktural Eselon I, Eselon II

serta Jabatan Spesialis Utama.

Pasal II

Pegawai Tetap Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah
diperpanjang batas usia pensiunnya sebelum berlakunya
Peraturan Komisi ini, tetap sah dan tetap menjalankan
kewajiban serta menerima haknya sampai dengan batas
usia pensiun yang diatur berdasarkan Peraturan Komisi
ini.

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak
tanggal 4 Juli 2017.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juli 2017

KETUA KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA,

¥
AGUS RAHARDJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 - o Tes(
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